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Abstrak

Respon bisnis terhadap krisis harus melalui penyertaan dalam misinya untuk menciptakan nilai
sosial di luar nilai ekonomi bagi pemegang saham. Namun, CSR bukan tentang bagaimana
manfaat dibagikan tetapi tentang bagaimana manfaat itu diciptakan; Oleh karena itu, CSR harus
dilihat sebagai model manajemen baru dan bukan sebagai alat pemasaran. Memasukkan CSR
dalam organisasi memerlukan integrasi filosofi dan prinsip di semua tingkatan. Artikel ini
bertujuan untuk menggali konsep CSR dan dimensinya, dalam dialog dengan pemangku
kepentingan, dalam berbagai instrumen manajemen dalam hal tanggung jawab perusahaan,
serta nilai strategisnya; sedemikian rupa sehingga perusahaan-perusahaan yang berhasil
menyelaraskan pemangku kepentingan mereka dan melaksanakan akuntansi lingkungan yang
bertanggung jawab, akan mencapai keunggulan kompetitif yang sulit untuk ditiru.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan, Manajemen Rantai,
Keunggulan Kompetitif.

Abstract

A business's response to a crisis must be through inclusion in its mission to create social value
beyond economic value for shareholders. However, CSR is not about how benefits are shared
but about how they are created; Therefore, CSR should be seen as a new management model
and not as a marketing tool. Incorporating CSR in organizations requires the integration of
philosophies and principles at all levels. This article aims to explore the concept of CSR and
its dimensions, in dialogue with stakeholders, in various management instruments in terms of
corporate responsibility, and the value of its strategy; in such a way that companies that
successfully align their interests and implement responsible environmental accounting, will
achieve a competitive advantage that is difficult to imitate.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Corporate, Chain Management, Competitive
Advantage

A. PENDAHULUAN

Saat ini, perusahaan tidak hanya memahami pentingnya masyarakat menerapkan
kriteria yang bertanggung jawab dalam keputusan mereka, tetapi juga kegunaannya untuk
kelangsungan dan pengembangan jangka panjang dari bisnis dan kegiatan mereka (Wu &
Pagell, 2011; Calabrese dkk, 2019). Globalisasi dan kesadaran warga yang lebih baik membuka
kemungkinan besar akses informasi dan pengetahuan. Ini menyiratkan bahwa masalah lokal
dianggap global dan bahwa budaya bisnis, yang secara tradisional tidak jelas, saat ini
dipengaruhi oleh pilihan publik, sering kali disalurkan melalui asosiasi sektor dan konsumen
(Martens, 2006; Lee, 2011).

Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki minat yang berkembang di kalangan
akademisi dan profesional. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah pilar
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fundamental budaya perusahaan dan tidak boleh digunakan oleh perusahaan sebagai lapisan
solidaritas atau gerakan amal sederhana, karena salah satu aset terpenting organisasi
dipertaruhkan (Djaballah dkk, 2017; Ziolo dkk, 2021). Bank Dunia mendefinisikan CSR
sebagai istilah yang menggambarkan komitmen perusahaan untuk menginformasikan semua
pemangku kepentingannya tentang operasi dan kegiatannya (Marzukiewicz, 2004). Perusahaan
yang bertanggung jawab secara sosial mempertimbangkan cakupan penuh dampaknya
terhadap masyarakat dan lingkungan ketika membuat keputusan, menyeimbangkan kebutuhan
pemangku kepentingan dengan tujuan profitabilitas mereka. Komisi Eropa menambahkan
bahwa menjadi bertanggung jawab secara sosial berarti tidak hanya memenuhi harapan hukum,
tetapi melampaui kepatuhan dan berinvestasi lebih banyak dalam sumber daya manusia,
lingkungan, dan hubungan dengan pemangku kepentingan (Lynch-Wood dkk, 2009). Sejalan
dengan itu, Buku Hijau Uni Eropa mendefinisikan CSR sebagai integrasi sukarela, oleh
perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi
komersial mereka dan hubungan mereka dengan lawan bicara mereka (Longo dkk, 2005).
Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada bagiannya mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki
tanggung jawab sosial dan kewajiban moral untuk menggunakan kekuatan pasar untuk
menjadikan globalisasi sebagai kekuatan positif bagi semua (Dusuki, 2008; New, 2015).

Seperti dapat dilihat, alasan implmenetasi CSR adalah karena perusahaan memiliki
komitmen di luar tanggung jawab finansial dan komersial (Hopkins, 2016). Selanjutnya,
sebagian besar definisi menyiratkan etika bisnis dan relevansi pemangku kepentingan di luar
pemilik (Schmidheiny & Zorraquin, 1997). Dengan kata lain, CSR telah menjadi kegiatan
kunci di banyak perusahaan karena dianggap sebagai cara yang tepat untuk bertindak (Gan,
2006). CSR, dipahami dengan baik, bukan tentang bagaimana manfaat dibagikan tetapi tentang
bagaimana manfaat itu diciptakan. Oleh karena itu, CSR harus hadir dari definisi misi hingga
model manajemen bisnis. Kurangnya ketepatan dalam definisi CSR dan kebingungan dengan
istilah lain seperti filantropi atau bahkan pemasaran karena suatu alasan terkadang
menyebabkan CSR dipandang dengan kecurigaan.

Dalam pengertian ini, isi artikel ini berusaha agar pembaca memahami konsep
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, serta faktor-faktor yang mengkondisikan
perkembangannya, mengetahui area yang berbeda, salah satu tanggung jawab dilegitimasi di
hadapan kelompok pengaruh yang berbeda (pemangku kepentingan) dan di hadapan
masyarakat secara keseluruhan, mendekati instrumen dan alat utama manajemen yang
bertanggung jawab, dan memahami ruang lingkup dan pentingnya menyelaraskan tujuan daya
saing ekonomi global dengan tanggung jawab sosialnya ketika ingin mencapai komitmen untuk
pembangunan berkelanjutan.

B. METODE

Analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini.
Meneliti masalah sosial atau kemanusiaan dengan menggunakan metode kualitatif adalah cara
untuk memahami makna yang diberikan oleh beberapa individu atau kelompok untuk masalah
ini. Pertanyaan dan proses, pengumpulan dan analisis data, analisis data induktif, dan
interpretasi data adalah bagian dari proses penelitian kualitatif yang membutuhkan banyak
langkah. Pendekatan kualitatif didefinisikan oleh tujuan penelitian yang bertujuan untuk
memahami gejala dengan cara yang tidak selalu membutuhkan kuantifikasi, menurut Lewis
(2015). Data penelitian dikumpulkan melalui penggunaan instrumen penelitian khusus.
Observasi dan wawancara menjadi dasar dari penelitian ini. Temuan ini berasal dari sumber
primer yang memberikan data langsung kepada peneliti. Dari sumber utama inilah informasi
diperoleh dari subjek yang saat ini sedang diselidiki. Data ini biasanya diperoleh melalui
publikasi akademik, artikel berita, dan catatan tulisan tangan.

AKSELERASI: Jurnal lImiah Nasional Vol. 3 No. 3 Tahun 2021 63



ARTIKEL

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Para Pemangku Kepentingan

Pendekatan pemangku kepentingan ada dua. Dari sudut pandang regulasi atau etika,
perusahaan harus memperhatikan kepentingan sah semua pemangku kepentingan dan
menerapkan kebijakan yang memfasilitasi integrasi mereka ke dalamnya (Polonsky, 1995). Di
sisi lain, dari sudut pandang instrumental, bahwa perusahaan memperoleh "lisensi untuk
bertindak™ menyiratkan memiliki tujuan untuk berhasil di pasar dan menghilangkan semua
hubungan dengan pemangku kepentingan yang tidak produktif. Bagaimanapun, baik karena
satu dan lain alasan dimasukkannya CSR dalam model bisnis, diperlukan dialog yang
komprehensif dan permanen dengan para pemangku kepentingan (Perrini dkk, 2007).

Manajemen pemangku kepentingan disajikan, dengan cara ini, sebagai cara alami untuk
menciptakan nilai bersama bagi kelompok kepentingan yang berbeda dan merupakan dasar
untuk berinovasi dan meningkatkan proses dan manajemen risiko, dengan mempelajari praktik
yang baik dari pemangku kepentingan mereka sendiri, dan untuk mencapai tujuan yang
Perusahaan tidak dapat mencapainya secara terpisah dan mengarah pada pembangunan sosial
yang lebih adil dan berkelanjutan (Schneider dkk, 2010). Tidak mengherankan, pada tahun
1963 Stanford Research Institute mendefinisikan untuk pertama kalinya pemangku
kepentingan sebagai “semua kelompok yang tanpa dukungannya organisasi tidak dapat
berhenti eksis, yang memaksa perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada pemegang saham”
(Freeman & Velamuri, 2006).

Respon bisnis terhadap krisis tentu harus melalui penyertaan dalam misinya
menciptakan nilai sosial di luar nilai ekonomi bagi pemegang saham seperti yang di
kemukakan, model bisnis juga harus diresapi oleh CSR. Ini memerlukan perpindahan dari
model bisnis tradisional, yang berupaya memaksimalkan manfaat bagi pemilik dan memahami
pemegang saham, pemasok, dan pekerja sebagai input bagi perusahaan dan pelanggan sebagai
penerima outputnya ke model pemangku kepentingan (Atkin & Skitmore, 2008), yang
memahami perusahaan sebagai organisasi sosial ekonomi yang diciptakan untuk menghasilkan
kekayaan bagi para pemangku kepentingan yang berbeda yang membentuknya, dan di mana
manfaat dan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingannya saling menguntungkan.

Pada model pertama, perusahaan membatasi dirinya untuk meningkatkan
keuntungannya sambil menghormati aturan main. Pendekatan instrumental CSR adalah bagian
dari model keuangan atau kepemilikan saham ini, di mana pemegang saham adalah pemangku
kepentingan utama dan kelompok kepentingan lainnya adalah instrumen untuk
memaksimalkan nilai pemilik dalam jangka panjang. Sebaliknya, pendekatan normatif CSR
termasuk dalam model yang lebih maju, di mana pemangku kepentingan dianggap apa yang
mereka wakili dalam diri mereka sendiri dan bukan untuk kegunaannya bagi pemangku
kepentingan lainnya. Dalam pengertian ini, menurut Doh & Guay (2006), berpindah dari
ekonomi ke tanggung jawab sosial menyiratkan bahwa perusahaan berkembang dari model
ekonomi ke model sosial ekonomi. Ketika perusahaan menyadari antropologi sosialnya,
perilaku sosial adalah sesuatu yang alami dan terkonsolidasi, dan dialog dengan lawan bicara
yang berbeda dipahami sebagai cara untuk memanfaatkan peluang dan mengelola risiko di
berbagai bidang lingkungan: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Menurut pendapat Van Riel (2012), yang telah mempelajari banyak kasus bisnis dalam
beberapa tahun terakhir, perusahaan yang paling sukses telah memahami bahwa strategi terbaik
akan gagal jika tidak mendapat dukungan dari pemangku kepentingan utama. Dengan
demikian, memulai dialog dengan pemangku kepentingan melibatkan identifikasi dan prioritas
mereka. Dari sudut pandang hubungan, mereka biasanya diklasifikasikan sebagai internal
(pemegang saham, pemilik, karyawan) dibandingkan dengan eksternal (pelanggan, pemasok,
kreditur, administrasi, masyarakat, media); meskipun juga umum untuk membedakan antara
struktural (investor, pemegang saham), manajemen (pemasok, klien, karyawan, kreditur) dan
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pelengkap (administrasi, masyarakat, media). Memprioritaskan pemangku kepentingan juga
berarti mengklasifikasikan mereka menurut dampaknya terhadap perusahaan menjadi Kritis,
dasar dan pelengkap. Oleh karena itu, perusahaan harus menganalisis semua hubungannya saat
ini dan menentukan hubungan yang akan dihilangkan, dipertahankan, atau ditambahkan di
masa depan. Mengetahui pemangku kepentingan memungkinkan perusahaan untuk
memberikan tanggapan yang efektif kepada mereka. Menurut Savage dkk. (1991), perlu untuk
menganalisis potensi pemangku kepentingan untuk mengancam perusahaan dan
kecenderungan mereka untuk bekerja sama. Sedemikian rupa sehingga jika kelompok
kepentingan bukan kolaborator, perusahaan harus mempertahankan diri dari yang paling kuat
dan mengendalikan yang kurang relevan. Sebaliknya, dari perspektif yang lebih proaktif, jika
pemangku kepentingan adalah kolaborator, perusahaan harus berkolaborasi dengan yang
paling penting dan mencoba melibatkan orang lain. Hubungan ini dapat terwujud dalam
presentasi perusahaan yang sederhana, dalam forum dialog, dalam studi pasar, dalam survei
kepuasan atau bahkan dalam proyek dan aliansi bersama.

Hubungan yang efektif dan selaras secara strategis dengan pemangku kepentingan
membantu perusahaan dan pemangku kepentingan untuk mengenal satu sama lain lebih baik
dan membangun iklim kepercayaan di antara mereka yang memungkinkan peningkatan
manajemen risiko dan reputasi. Di sisi lain, mereka berkontribusi untuk menginformasikan dan
mendidik pemangku kepentingan dan lingkungan bisnis dan, akibatnya, untuk mencapai
pembangunan yang lebih berkelanjutan dan adil. Akhirnya, mereka berkontribusi untuk
menjawab masalah dan kepentingan yang tidak dapat diselesaikan secara terpisah.

2. Dimensi CSR

CSR sering didefinisikan sebagai konsep multidimensi. Sekarang, tidak semua definisi
menunjuk ke dimensi yang sama. Carroll (1991) mengklasifikasikan dimensi CSR menurut
jenis tanggung jawabnya:

a. Dimensi ekonomi. Menjadi menguntungkan, menghasilkan keuntungan, menjadi
efisien adalah salah satu tanggung jawab paling dasar dari sebuah perusahaan.

b. Dimensi hukum. Perusahaan diharuskan untuk mematuhi undang-undang dan
peraturan, mematuhi aturan anti-korupsi, dan memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

c. Dimensi etika. Perusahaan diharapkan untuk menghindari praktik yang meragukan,
mematuhi semangat hukum, bertindak sesuai dengan kriteria etika.

d. Dimensi filantropi. Sangat diharapkan bahwa perusahaan menginvestasikan sebagian
dari sumber daya mereka di komunitas tempat mereka didirikan, bahwa mereka
berkolaborasi dalam proyek dan program untuk perbaikan sosial, yang berkontribusi
pada pembangunan sosial.

Selanjutnya, Schwartz & Carroll (2003) mengkonseptualisasikan CSR dalam model
yang menggabungkan dimensi ekonomi, hukum dan etika tanggung jawab, menganalisis
hubungan di antara mereka dan mengklasifikasikan tindakan CSR berdasarkan hubungan
tersebut.

Di sisi lain, Green Paper of the European Commission (2001) lebih menekankan pada
praktik CSR di dalam dan di luar perusahaan, dengan membedakan dua dimensi:

a. Dimensi internal. Di dalam perusahaan, CSR membuka cara baru untuk mengelola
perubahan dan mendamaikan pembangunan sosial dengan peningkatan daya saing,
melalui praktik yang bertanggung jawab dalam sumber daya manusia dan kesehatan
dan keselamatan kerja, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya alam yang
digunakan dalam produksi.

b. Dimensi eksternal. CSR meluas ke masyarakat lokal dan mencakup berbagai pemangku
kepentingan seperti mitra bisnis dan pemasok, konsumen, otoritas publik dan LSM
yang membela kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan. Di dunia yang dicirikan
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oleh investasi multinasional dan rantai produksi lepas pantai, tanggung jawab sosial

perusahaan juga harus melampaui batas-batas Eropa dan memastikan penghormatan

terhadap hak asasi manusia dan lingkungan.

Keterlibatan masyarakat dan pembangunan lokal, integrasi penyandang disabilitas dan
kepentingan konsumen, termasuk privasi, juga menjadi bagian dari agenda CSR. Diakui bahwa
promosi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rantai pasokan dan pengungkapan
informasi non-keuangan merupakan aspek lintas sektoral yang penting”.

Terakhir, CSR juga terkait dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan: sosial,
lingkungan, dan ekonomi. Laporan Brundtland, yang dipresentasikan pada tahun 1987 oleh
Komisi Dunia PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan, mendefinisikan pembangunan
berkelanjutan sebagai "apa yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan
kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri."

a. Dimensi ekonomi: yang menyiratkan tidak mengkonsumsi lebih banyak sumber daya
daripada yang diperlukan atau di atas kapasitas regenerasinya.

b. Dimensi lingkungan: tidak menghasilkan polutan pada tingkat yang lebih tinggi dari
yang dapat diserap, didaur ulang atau dinetralisir oleh lingkungan.

c. Dimensi sosial: Jangan membahayakan generasi mendatang, atau menyebabkan
perbedaan sosial.

Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan tidak hanya sebatas keberadaannya
tetapi juga tanggung jawab antargenerasi. Studi tentang tiga dimensi ini adalah dasar untuk
mengidentifikasi perusahaan terbaik untuk berinvestasi.

3. Manajemen CSR

CSR harus transparan dan bukan proses dekoratif yang digunakan sebagai mekanisme
untuk meningkatkan reputasi. Di satu sisi, banyak perusahaan mencerminkan beberapa elemen
tanggung jawab sosial dalam pernyataan atau tujuan umum organisasi yang berada dalam
domain publik; seperti halnya misi, visi, dan nilai-nilai perusahaan (De Grosbois, 2012). Di
sisi lain, semakin banyak perusahaan besar yang memahami pentingnya standarisasi CSR.
Namun, dalam praktiknya terdapat keragaman besar cara perusahaan menerapkan standar ini
(Kolk & Tulders, 2010).

Mengikuti kriteria ada lima instrumen paling umum yang harus dihadirkan perusahaan
untuk dianggap sebagai organisasi yang mendukung gagasan CSR:

a. Pernyataan perusahaan. Mereka adalah dokumen sederhana dan singkat yang berfungsi
sebagai pedoman umum untuk kebijakan perusahaan, dan yang menentukan nilai-nilai
perusahaan, budaya organisasinya.

b. Kode etik. Mereka mematuhi kebutuhan untuk mengatur perilaku anggota perusahaan
sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Kode-kode ini dapat dirancang di tingkat bisnis atau
sektor. Beberapa perusahaan, lebih dan lebih, alih-alih menyusun kode mereka sendiri,
memutuskan untuk mematuhi United Nations Global Compact, yang didasarkan pada
10 prinsip mengenai hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan dan sosial-ekonomi.

c. Kebijakan CSR. Mekanisme yang diterapkan oleh manajemen senior untuk
menentukan tujuan dan prioritas serta memandu perusahaan menuju manajemen yang
etis dan bertanggung jawab. Di satu sisi, itu adalah kerangka di mana instrumen lain
dimasukkan.

d. Sistem manajemen yang harmonis. Instrumen yang dikenal dan diterima di berbagai
bidang seperti kualitas, lingkungan, keselamatan kerja, dll. Karena bersifat homogen di
semua perusahaan yang menerapkannya, instrumen tersebut memfasilitasi verifikasi
internal dan eksternal dan memungkinkan perbandingan. Dalam kasus khusus CSR,
perlu disebutkan SA 8000, berfokus pada kondisi kerja dan dirancang untuk pemasok
dan pemasok perusahaan besar; ISO 26000, panduan yang menetapkan garis tindakan
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dalam hal CSR, tetapi tidak sertifikasi; dan SGE21, sistem manajemen tanggung jawab

sosial Eropa pertama yang memungkinkan, atas dasar sukarela, proses audit dan

pencapaian sertifikasi dalam Manajemen Etis dan Tanggung Jawab Sosial.

e. Laporan sosial dan lingkungan. Dokumen yang menawarkan informasi lengkap tentang
hasil sosial dan lingkungan, sehingga memungkinkan perbandingan hasil berdasarkan
kriteria umum. Laporan keberlanjutan, misalnya, memaksa perusahaan untuk
mempresentasikan inisiatif dan hasil mereka secara publik. Dalam pengertian ini,
standar jaminan AA1000 adalah standar aplikasi umum untuk mengevaluasi, bersaksi,
dan memperkuat kredibilitas dan kualitas laporan keberlanjutan organisasi dan proses
utamanya. Tapi inisiatif internasional yang paling penting dalam hal komunikasi CSR
adalah Global Reporting Initiative (GRI), yang tujuannya adalah agar perusahaan
melaporkan hasil sosial dan lingkungan mereka menggunakan Kkriteria umum.
Penggunaan yang dibuat oleh investor dan konsumen dari laporan “tiga keseimbangan”,
seperti yang dipromosikan oleh GRID, dapat secara substansial mengkondisikan
manajemen CSR.

Menurut Baumgartner (2014), perusahaan, dalam kerangka keunikan mereka dan
berdasarkan nilai-nilai perusahaan mereka, dapat menyesuaikan berbagai instrumen
manajemen CSR dengan harapan objektif mereka dalam hal tanggung jawab sosial, sementara
mekanisme ini berfungsi untuk menyeragamkan dan meratakan kriteria dan menyesuaikan
prosedur internal mereka dengan filosofi CSR.

4. Nilai Strategis CSR

Menurut survei yang dilakukan oleh United Nations Global Compact and Accenture di
antara 1.000 eksekutif senior dari seluruh dunial, 78% dari mereka menganggap keberlanjutan
sebagai cara pertumbuhan dan inovasi dan, di samping itu, 79% percaya bahwa hal itu dapat
berarti persaingan keuntungan di sektor Anda. Meskipun mengakui bahwa situasi ekonomi dan
prioritas lainnya menimbulkan hambatan bagi integrasi keberlanjutan di perusahaan mereka,
84% percaya bahwa dunia bisnis harus memimpin upaya untuk mengatasi tantangan
keberlanjutan. Terlepas dari kenyataan bahwa efek positif dari praktik CSR pada masyarakat
tidak dapat disangkal, hubungan antara CSR dan kinerja bisnis masih dapat diperdebatkan
(Khojastehpour & Johns, 2014).

Jika perusahaan menganalisis pilihan CSR mereka dengan cara yang sama seperti
mereka memilih bisnis utama mereka, mereka akan menemukan bahwa CSR dapat menjadi
sumber keunggulan kompetitif (Saeed & Arshad, 2012). Seperti yang ditunjukkan oleh
Schwartz & Carroll (2003), banyak tindakan yang dianggap etis dapat secara tidak langsung
dikaitkan dengan manfaat ekonomi jangka panjang. Namun, nilai strategis CSR dipertanyakan
dari sudut pandang teori neoklasik, yang tidak mudah mendamaikan kesejahteraan sosial
dengan keuntungan perusahaan karena pasar yang tidak sempurna tidak memaksimalkan
kesejahteraan sosial (Allison, 2004). Faktanya, penelitian yang menganalisis hubungan ini
menawarkan hasil yang beragam. Menurut Maxfield (2011), sementara ketidaksempurnaan
pasar (eksternalitas, informasi asimetris dan kolusi) sebagian menjelaskan perlunya CSR,
mereka pada saat yang sama merupakan sumber keunggulan kompetitif. Di satu sisi, dalam
menghadapi kegagalan pasar, masyarakat menuntut sikap bertanggung jawab dalam
perusahaan. Di sisi lain, dari perspektif Sumber Daya dan Kapasitas, praktik CSR dapat
digunakan sebagai strategi diferensiasi, jika dan hanya jika perusahaan mampu mencegah
pesaing mereka untuk meniru strategi mereka (McWilliams dkk, 2006). Dalam pengertian ini,
Van Riel (2012) menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang berhasil menyelaraskan
kelompok kepentingan mereka akan mencapai keunggulan kompetitif yang sulit untuk ditiru.

Nilai strategis CSR bagi perusahaan harus dilihat dari pengelolaan rantai nilainya yang
bertanggung jawab. Menurut penelitian yang dilakukan Boehe & Cruz (2010) terdapat
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hubungan langsung antara pengelolaan sumber daya manusia dan hasil ekonomi perusahaan,
sedemikian rupa sehingga pihak yang mengelola lebih memadai. kepada karyawan Anda,
mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Sejalan dengan itu, Van
Riel (2012) menyatakan bahwa peningkatan 10% dalam keselarasan karyawan menyiratkan
peningkatan 6% dalam upaya mereka, yang memerlukan peningkatan 2% dalam hasil
keuangan. Selanjutnya, ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk bertindak dengan cara
yang bertanggung jawab secara sosial, model manajemen dan proses internalnya harus berubah
dan ini harus dikomunikasikan secara memadai kepada anggotanya untuk mendukung
manajemen perubahan. Namun, yang sama pentingnya atau lebih penting daripada komunikasi
internal adalah eksternal: perusahaan harus mengomunikasikan dan menyebarkan CSR-nya.

Menurut Scandelius & Cohen (2016), hanya melalui komunikasi dan strategi CSR yang
terintegrasi kepercayaan pemangku kepentingan dapat tercapai. Menurutnya, binomial yang
terdiri dari "komunikasi" plus "tanggung jawab" menawarkan banyak kemungkinan bagi
perusahaan, sehingga perlu memanfaatkannya dan menggerakkan roda gigi menuju inovasi dan
kreativitas. Dengan cara ini, bentuk komunikasi yang lebih tradisional, seperti sponsorship atau
periklanan, tidak hilang tetapi diperkuat oleh alat digital baru, lebih gesit, lebih murah, lebih
langsung dan, umumnya, dengan jangkauan yang lebih luas. Penciptaan dan pengelolaan
pengetahuan diperlukan untuk mencapai inovasi ini karena, seperti yang ditunjukkan Maxfield
(2011), kemungkinan besar kegiatan CSR yang terkait langsung dengan strategi inovasi lebih
menguntungkan daripada yang berorientasi pada hubungan masyarakat atau pemasaran. Di sisi
lain, sebagai konsekuensi dari globalisasi, perusahaan berpartisipasi dalam jaringan pemasok
di tingkat internasional, yang membuat mereka mempertimbangkan untuk memperluas
kegiatan CSR mereka ke seluruh rantai nilai.

5. Tantangan Untuk CSR

Terlepas dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh krisis, terutama dalam
memperdalam kesenjangan sosial, juga benar bahwa situasi ini memberi kita kesempatan untuk
memikirkan kembali model produksi kita dan untuk memperkuat ekonomi berdasarkan
kemajuan dan keberlanjutan. yang dalam beberapa hal menjamin daya saingnya dalam jangka
panjang. Dalam konteks ini, CSR disajikan sebagai alternatif masa depan yang baik untuk
model ekonomi berdasarkan kekuatan pasar dan spekulasi. Jika sistem keuangan tidak
mendorong hutang berlebih, jika keberadaan surga pajak tidak mendorong korupsi, jika visi
bisnis jangka pendek tidak melupakan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia, kita
tidak akan mengalami masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. krisis yang begitu besar. Oleh
karena itu, CSR seharusnya tidak hanya dipahami sebagai solusi tetapi lebih sebagai kebutuhan
untuk mengubah sistem yang telah gagal. Seperti yang telah kita lihat, CSR dan komunikasi
harus berjalan beriringan, terutama dengan bantuan teknologi informasi baru, tetapi CSR harus
dilihat sebagai model manajemen baru dan bukan sebagai alat pemasaran. Memasukkan CSR
dalam organisasi melibatkan pengintegrasian filosofi dan prinsip-prinsipnya di semua
tingkatan. Keputusan mungkin datang dari tingkat perusahaan, tetapi pelaksanaan dan dialog
dengan pemangku kepentingan harus turun ke pekerjaan, melewati bisnis dan departemen yang
berbeda. Di sisi lain, penerapan CSR harus mencari keseimbangan antara dimensinya; yaitu
antara CSR internal dan eksternal, antara tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun
pengintegrasian konsep multidimensi secara seimbang hanya dapat dicapai melalui pendekatan
transversal yang secara bertahap menggantikan unit fungsional tertentu CSR dengan komite
atau komisi multifungsi yang memiliki kapasitas untuk mengkoordinasikan dan melaporkan
tanggung jawab sosial, serta mendapat dukungan dari pihak eksternal. dewan penasehat,
sehingga semua pemangku kepentingan terwakili. Lebih jauh lagi, akan lebih baik bagi
perusahaan yang telah berkomitmen sampai batas tertentu dengan CSR, untuk memperluas dan
memperdalam berbagai bidang tindakan dalam hal tanggung jawab, untuk mengevaluasi
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praktik mereka dan membuat kemajuan dalam verifikasi dan sertifikasi eksternal. Dialog
dengan pemangku kepentingan tidak dapat dicapai dalam semalam, karena menghasilkan
sumber daya tidak berwujud yang sangat sulit untuk ditiru dan, oleh karena itu, merupakan
sumber keunggulan kompetitif. Tantangan terbesar bagi CSR mungkin adalah penerapannya
di UMKM. Saat ini, banyak UMKM vyang jauh dari konsep ini. Namun, jika perusahaan-
perusahaan ini ingin bertahan dalam lingkungan yang kompetitif, mereka harus mampu
menunjukkan bahwa mereka mencapai parameter tanggung jawab sosial tertentu. Tentu
tindakan mereka tidak dapat memiliki cakupan perusahaan besar tetapi ukuran dan fleksibilitas
mereka juga dapat memberi mereka keuntungan untuk berspesialisasi dalam bidang CSR
tertentu, dalam pemangku kepentingan tertentu atau di beberapa ceruk pasar yang menghargai
spesialisasi itu secara tepat. Ada pepatah Cina yang mengatakan “ketika angin perubahan
bertiup, ada yang membangun tembok; lainnya, pabrik”. Kami memiliki pengetahuan, sumber
daya, dan rencana aksi untuk mengubah sistem. Sekarang hanya masalah perusahaan yang
mengenali kemungkinan ekonomi dan sosial yang terbuka bagi mereka dan mengumpulkan
keinginan untuk berubah.

D. KESIMPULAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen
perusahaan untuk memberitahukan kepada seluruh stakeholder tentang operasi dan kegiatan
dan merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan
lingkungan sekitarnya sebagai tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari proses
produksi mereka. Dalam pelaksanan CSR pemangku kepentingan memainkan peranan yang
sangat penting karena dengan adanya hubungan yang efektif dan selaras secara strategis dengan
pemangku kepentingan membantu perusahaan dan pemangku kepentingan untuk mengenal
satu sama lain lebih baik dan membangun iklim kepercayaan di antara mereka yang
memungkinkan peningkatan manajemen risiko dan reputasi. Untuk dimensi CSR dari segi
tanggung jawab dibagi kedalam ekonomi, hukum, etika dan filantropi. Sementara dari praktik
di CSR di dimensi internal dan eksternal. Didalam manajemen CSR harus transparan dan
mencerminkan tanggung jawab sesuai dengan tujuan organisasi. Ada lima kriteria untuk
perusahaan dianggap sebagai organisasi yang mendukung gagasan CSR: 1) Pernyataan
perusahaan; 2) Kode etik; 3) Kebijakan CSR; 4) Sistem Manajemen dan 5) Laporan sosial dan
lingkungan. Jika perusahaan menganalisis pilihan CSR mereka dengan cara yang sama seperti
mereka memilih bisnis utama mereka, mereka akan menemukan bahwa CSR dapat menjadi
sumber keunggulan kompetitif, hal ini disebabkan ketika menghadapi kegagalan pasar,
masyarakat menuntut sikap bertanggung jawab dalam perusahaan. Di sisi lain, dari perspektif
Sumber Daya dan Kapasitas, praktik CSR dapat digunakan sebagai strategi diferensiasi.
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